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PUTUSAN

Nomor 1066/Pdt.G/2019/PA.Gsg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Gunung  Sugih  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir,  Rumbia,  13  Mei  1986,  agama

Islam,  pekerjaan  pedagang,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten

Lampung  Tengah,  Propinsi  Lampung,  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir,  M. Utama, 3 Januari 1981, agama

Islam,  pekerjaan  supir,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman  di  Kabupaten

Lampung  Tengan,  Propinsi  Lampung,  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2019 telah

mengajukan gugatan cerai,  yang telah  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan

Agama Gunung Sugih,  dengan  Nomor  1066/Pdt.G/2019/PA.Gsg,  tanggal  01

Juli 2019,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah  istri  sah  Tergugat  yang  akad  nikahnya

berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2005, berdasarkan Akta Buku Nikah

yang  dikeluarkan  oleh   Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung

dengan Nomor -, tertanggal 11 Agustus 2005;  
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2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah orangtua Tergugat Selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pidah

kerumah bersama di alamat yang tersebut di atas sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama perkawinan Tergugat  dan  Penggugat  telah  melakukan

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis namun sejak bulan  tahun 2011 sudah tidak rukun dan

harmonis  lagi  sering  berselisih  dan  bertengkar,  disebabkan   Tergugat

memiliki  wanita  idaman lain;  Tergugat  juga melakukan kekerasan dalam

rumah tangga kepada Penggugat;  

5. Bahwa  puncak  pertengkaran  terjadi  pada  bulan  Oktober  2018

dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain selain Penggugat, dan

bahkan  Tergugat  melakukan  tindak  kekerasan  kepada  Penggugat,

sehingga  menyebabkan  pertengkaran  hebat  antara  Tergugat  dan

Penggugat, setelah pertengkaran Tergugat dan Penggugat telah berpisah

rumah  selama  kurang lebih 2 bulan, sampai sekarang, Sejak pertengkaran

tersebut sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun

batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah hingga sekarang;  

6. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dilakukan  upaya

perdamaian  oleh  orang  tua  Penggugat  dan  orang  tua  Tergugat  namun

upaya tersebut tidak berhasil;  

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah

tidak  sanggup  lagi  untuk  meneruskan  hidup  berumah  tangga  bersama

Tergugat dan memilih untuk bercerai;  

8. Bahwa  dengan  demikian  alasan/dalil  perceraian  yang  diajukan  oleh

Pemohon telah  memenuhi  ketentuan Pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf  (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf  (f) Kompilasi Hukum Islam;  

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara

ini;  
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Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan  yang amarnya

sebagai berikut:

Primer :  

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;  

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;  

Subsider :

      Atau apabila  Pengadilan Agama berpendapat  lain,  mohon putusan yang

seadil-adilnya;       

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  Penggugat tidak datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) Nomor 1066/Pdt.G/2019/PA.Gsg. tanggal 11 Juli 2019 dan 22 Juli 2019

yang dibacakan di persidangan,  Penggugat telah dipanggil secara resmi dan

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya  Penggugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  demikian  juga  dengan   Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  pada  hari  sidang  yang telah  ditetapkan,  Tergugat tidak  pula

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa  yang  sah,

meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)  nomor

1066/Pdt.G/2019/PA.Gsg.  tanggal  11  Juli  2019  dan  22  Juli  2019  yang

dibacakan di persidangan,  Tergugat telah dipanggil  secara resmi dan patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya   Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tujuan  Gugatan   Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas; 
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Menimbang,  bahwa  karena  ternyata   Penggugat,  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang

tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang

sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan  Penggugat harus

dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo dalam  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989  tentang Peradilan  Agama,  biaya yang timbul  dalam perkara  ini

dibebankan kepada  Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur

2. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Rabu  tanggal  31  Juli  2019  Masehi,

bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Sobari, S.H.I .

sebagai  Ketua  Majelis,  Sri  Nur'ainy  Madjid,S.H.I.  dan  Uswatun

Hasanah,S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Ety

Hasniyati,  S.H.I.  sebagai  Panitera  Pengganti,  tanpa  dihadiri  Penggugat  dan

Tergugat;

 

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I .
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Hakim Anggota,

Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti,

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp525.000,00 
 4.  PNBP Panggilan Pertama Rp20.000,00
  5.  Redaksi  Rp10.000,00 
  6.  Meterai  Rp6.000,00 

    Jumlah Rp641.000,00
    ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) 
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